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Dari Abdullah bin Mas’ud RA, Rasulullah SAW bersabda kepada kami: “Wahai
sekalian para pemuda, barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan,
hendaknya menikah. maka hendaklah ia menikah. Karena itu lebih mampu
menahan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum
mampu, hendaknya berpuasa. Karena puasa itu meredakan nafsu syahwat.”

(H.R Mutaffaqun ‘alaih)"*

* Hadis Riwayat Mutaffaqun alaih, dalam Kitab Nikah Min Bulughil Maram, Karya Al-
Hafidz Ibnu Hajar al-‘asqolaany rahimahullah.
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ABSTRAK

Silva Dakiya, 2025: Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan
Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember Dalam Memberikan Rekomendasi
Dispensasi Kawin Ke Pengadilan Agama Perspektif Perlindungan Hak Anak

Kata kunci: DP3AKB, dispensasi kawin, perlindungan hak anak, rekomendasi,
perlindungan anak.

Perkawinan sebagai ikatan antara pria dan wanita merupakan pondasi penting
dalam masyarakat yang diatur oleh Undang-Undang termasuk batasan usia untuk
menikah demi melindungi hak-hak anak dan kesejahteran keluarga. Namun dalam
praktiknya perkawinan di bawah umur masih menjasi isu yang krusial di Indonesia. Hal
ini seringkali disebabkan oleh faktor sosial yang kompleks. Untuk mengatasi hal ini,
Pemerintah  Kabupaten Jember mengeluarkan Surat Edaran (SE) No:
474/196/35.09.317/2024 tentang pelayanan permohonan dispensasi kawin. Untuk
mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, DP3AKB memiliki peran penting dalam
memberikan rekomendasi dispensasi kawin yang harus mempertimbangkan aspek
sosial, psikologis calon pengantin serta dampaknya terhadap masyarakat.

Fokus penelitian pada skripsi yaitu: 1) Bagaimana mekanisme administratif
pengajuan surat rekomendasi dispensasi kawin pada DP3AKB Kabupaten Jember? 2)
Bagaimana pertimbangan DP3AKB Kabupaten Jember dalam menerbitkan surat
rekomendasi dispensasi kawin ke Pengadilan Agama? 3) Bagaimana peran DP3AKB
Kabupaten Jember dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin perspektif
Perlindungan Hak Anak?

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan
sosiologi hukum dengan jenis penelitian yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui
observasi, wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB, Staf
Pembantu Bidang Pemberdayaan Perempuan dan juga dokumentasi. Teknik analisis
data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data
diuji dengan triangulasi sumber, sedangkan tahapan penelitian mencakup pra-penelitian,
pelaksanaan, dan pasca penelitian.

1) Mekanisme pemberian rekomendasi dispensasi  kawin oleh DP3AKB
Kabupaten “Jember ' terdapat beberapa tahapan, yakni yang pertama melengkapi
administrasi “kependudukan  dan" meminta surat penolakan dari- KUA.Setelah itu,
mengikuti program KB oleh BKKBN.untuk mendapatkan sertifikat ELSIMIL. Setelah
dokumen pendukung sudah lengkap, pemohon datang ke DP3AKB untuk mengajukan
surat rekomendasi untuk dispensasi kawin. Setelah beberapa dokumen persyaratan
diverifikasi dan dipertimbangkan oleh DP3AKB, kemudian surat rekomendasi tersebut
diberikan ke Pengadilan Agama. 2) Pertimbangan oleh DP3AKB berupa rekomendasi
akan disetujui jika calon mempelai berusia tidak di bawah 18 tahun dan dinilai cukup
mampu secara finansial, fisik, dan tidak dominan terhadap orangtuanya. Diberikan
persetujuan ketika dalam keadaan yang sangat mendesak. Sedangkan rekomendasi
berisi penolakan apabila calon mempelai berusia di bawah 18 tahun dan dirasa masih
belum siap fisik, emosional, dan dominan masih ketergantungan dengan orangtua. 3)
Peran yang dijalankan oleh DP3AKB Kabupaten Jember dalam memberikan
rekomendasi dispensasi kawin sejalan dengan persepsi perlindungan hak anak, yakni
untuk menghilangkan kemudharatan bagi masyarakat.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan memiliki peran penting sebagai institusi sosial dalam
kehidupan masyarakat, sebab pernikahan merupakan dasar utama dalam
pembentukan keluarga serta keberlangsungan generasi bangsa. Dalam sistem
hukum Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur secara jelas melalui
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian
diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu hal
pokok dalam aturan tersebut adalah penetapan batas usia minimal perkawinan,
yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, guna menjamin
kesiapan fisik, psikis, dan kematangan calon mempelai.*

Walaupun aturan mengenai batas usia minimal perkawinan telah
ditetapkan secara resmi, kenyataannya di lapangan masih ditemukan praktik
perkawinan anak di bawah umur; termasuk di Kabupaten Jember. Data dari
Dinas Pemberdayaan Perempuan; Perlindungan- Anak; - dan-—Keluarga
Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember menunjukkan bahwa jumlah
permohonan dispensasi kawin masih tergolong tinggi. Fenomena ini
umumnya dipicu oleh berbagai faktor, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan

sosial, rendahnya tingkat pendidikan, serta kuatnya pengaruh budaya

! Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undng-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).



setempat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan
kebijakan preventif guna menekan angka perkawinan usia dini.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Bupati kabupaten
Jember menerbitkan Surat Edaran Nomor: 474/196/35.09.317/2024 tentang
Pelayanan Permohonan Dispensasi Kawin.? Kebijakan ini memperketat
persyaratan permohonan dispensasi kawin dengan mewajibkan rekomendasi
dari berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan, Psikolog, dan DP3AKB. Dalam
hal ini, DP3AKB menjadi sangat strategis sebagai lembaga yang melakukan
asesmen sosial dan memberikan pertimbangan objektif sebelum permohonan
dilanjutkan ke Pengadilan Agama.

Dispensasi kawin adalah izin khusus yang diberikan oleh Pengadilan
Agama kepada calon pasangan yang ingin menikah namun belum mencapai
usia minimal yang ditentukan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal menikah ditetapkan 19 tahun
bagi laki-laki maupun perempuan. Untuk dapat melangsungkan perkawinan di
bawah usia tersebut, calon mempelai harus mengajukan-dispensasi-kawin ke
Pengadilan Agama bagi yang beragama . Islam. Sebelum mengajukan ke
Pengadilan Agama, pemohon dispensasi terlebih dahulu harus melalui
beberapa tahapan, salah satunya adalah mengajukan surat rekomendasi kepada

DP3AKB.

2 Surat Edaran Bupati Jember No: 474/196/35.09.317/2024 tentang Pelayanan Permohonan
Dispensasi Kawin.



DP3AKB memiliki tanggung jawab dalam memberdayakan
perempuan, melindungi anak, dan mengelola program keluarga berencana.
Dalam konteks dispensasi kawin, DP3AKB berperan penting sebagai lembaga
yang memberikan rekomendasi kepada Pengadilan Agama. Rekomendasi ini
penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh semua pihak
mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, dan psikologis dari calon
pengantin, serta dampaknya terhadap masyarakat. Dalam memberikan
rekomendasi dispensasi kawin DP3AKB harus memastikan bahwa
rekomendasi yang diberikan berdasarkan pada kajian yang mendalam dan
komprehensif serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi semua pihak
yang terlibat termasuk anak yang akan dilahirkan.

Menurut fakta di lapangan, di Kabupaten Jember sendiri banyak
desakan dari orangtua untuk menikahkan anaknya yang masih belum berusia
19 tahun, hamil duluan sebab pergaulan yang melewati batas, hubungan yang
terlalu dekat dengan lawan jenis sehingga menimbulkan keinginan yang kuat
untuk  menikah, menjadi penyebab permohonan dispensasi kawin di
Kabupaten - Jember ‘dan ‘berdampak ‘pada fenomena -meroketnya angka
pernikahan dini di Jember. Hal ini terjadi sebelum adanya Surat Edaran (SE)
No. 474/196/35.09.317/2024 yang diterbitkan oleh Bupati Jember.

Adapun data dispensasi kawin dari tahun 2020 sampai 2023 di
Kabupaten Jember menunjukkan tingginya angka dispensasi kawin yang

diuraikan sebagai berikut.



Tabel 1.1
Data Dispensasi Kawin Tahun 2020-2023
Tahun Perkara Perkara diputus
0 diterima
2020 1461 1442
2021 1417 1379
2022 1395 1364
2023 1362 1295

Sumber Data: DP3AKB Kabupaten Jember

Hasil analisis data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kabupaten
Jember menempati posisi utama dalam kasus dispensasi kawin tertinggi di
Jawa Timur. Artinya, sebelum diterbitkannya Surat Edaran baru, angka
perkawinan anak di Kabupaten Jember masih berada diambang ketinggian.
Berdasarkan dengan fenomena yang terjadi diatas, Bupati Jember
menerbitkan Surat Edaran (SE) No: 474/196/35.09.317/2024 tentang
pelayanan permohonan dispensasi kawin. Persyaratan pengajuan permohonan
dispensasi kawin semakin diperketat. Artinya Surat Edaran ini akan.menjadi
salah satu langkah Bupati® Jember menekan angka pernikahan dini.
Permohonan dispensasi kawin yang dilakukan dengan ketat dan selektif
adalah demi kepentingan dan perlindungan terbaik bagi anak. Pengajuan
dispensasi kawin harus melewati beberapa prosedur yang ditetapkan.
Dalam Surat Edaran yang baru diterbitkan Pemerintah Kabupaten

Jember, menetapkan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam mengajukan



permohonan dispensasi kawin, yakni harus menyertakan surat rekomendasi
dari Dinas Kesehatan, Psikolog, dan dari DP3AKB (Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana). Dengan begitu,
bagi para pemohon pengajuan permohonan dispensasi kawin akan
dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Dinas yang memberikan surat
rekomendasi sebelum akhirnya di pertimbangkan oleh Pengadilan Agama.
Dengan adanya SOP yang baru diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
pengurangan angka pernikahan dini di Kabupaten Jember.

Berdasarkan Surat Edaran yang baru telah ditetapkan SOP (Standar
Operasional Prosedur) yang diharapkan dapat mengurangi jumlah angka

permohonan dispensasi kawin di Kabupaten Jember.

Salah satu pendekatan normatif yang relevan dalam mengkaji
kebijakan dan peran DP3AKB Kabupaten Jember adalah perspektif
perlindungan hak anak. Konsep ini berdasar pada prinsip dasar bahwa anak
merupakanindividu yang memiliki hak-hak ‘asasi yang melekat sejak lahir,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomar 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, juga dikuatkan melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak
(Convention on the Rights of the Child/CRC) oleh Indonesia. Tujuan utama
dari pendekatan ini adalah memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan
yang diambil oleh lembaga pemerintah maupun masyarakat harus selalu
menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child)

sebagai pertimbangan utama.



Dalam konteks pemberian rekomendasi dispensasi kawin terhadap
anak, perspektif Perlindungan hak anak dapat dijadkan sudut pandang untuk
menilai bagaimana DP3AKB berperan dalam melindungi anak dari praktik
perkawinan usia dini. Perkawinan anak kerap kali membawa konsekuensi
serius, seperti putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, kerentanan terhadap
kekerasan dalam rumah tangga, serta keterbatasan akses terhadap
pengembangan potensi anak. Oleh karena itu, peran DP3AKB tidak hanya
sebatas administratif dalam memberikan rekomendasi, tetapi juga menyangkut
tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan hak-hak anak tetap
terlindungi.

Pendekatan Perlindungan hak anak menjadi penting untuk dianalisis,
guna melihat sejauh mana DP3AKB Kabupaten Jember dalam praktiknya
benar-benar menjalankan peran strategis dalam melindungi anak dari praktik
perkawinan di bawah umur. Analisis ini juga dapat memperlihatkan apakah
rekomendasi dispensasi kawin yang dikeluarkan sudah sejalan dengan prinsip-
prinsip perlindungan anak, yaitu kepentingan terbaik anak, kelangsungan
hidup “dan" tumbuh “kembang ‘anak, nhon-diskriminasi, serta" penghargaan
terhadap pendapat anak.

Pada akhirnya, penggunaan perspektif perlindungan hak anak dalam
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah kebijakan dan peran
DP3AKB Kabupaten Jember dalam memberikan rekomendasi dispensasi
kawin telah berorientasi pada perlindungan kepentingan anak dan memastikan

keberlangsungan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.



Karya tulis ini bertujuan untuk menelaah dan memahami lebih jauh
peran DP3AKB Kabupaten Jember dalam memberikan rekomendasi
dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dari sudut pandang perlindungan
hak anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam
meningkatkan efektivitas peran DP3AKB Kabupaten Jember dalam menyusun
rekomendasi yang sejalan dengan prinsip serta tujuan perspektif perlindungan
hak anak, sehingga mampu menghadirkan kemaslahatan bagi individu,

keluarga, maupun masyarakat.

. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :
1. Bagaimana mekanisme administratif pengajuan surat rekomendasi
dispensasi kawin pada DP3AKB Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pertimbangan DP3AKB Kabupaten Jember dalam menerbitkan
surat rekomendasi dispensasi kawin ke Pengadilan Agama?
3. Bagaimana peran DP3AKB Kabupaten Jember dalam memberikan
rekomendasi dispensasi kawin perspektif perlindungan Hak Anak?
. Tujuan Penelitian
Beberapa tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengkaji dan menguraikan secara sistematis mekanisme
administratif pengajuan surat rekomendasi dispensasi kawin pada

DP3AKB Kabupaten Jember.



2. Untuk mengidentifikasi serta mendeskripsikan pertimbangan DP3AKB
Kabupaten Jember dalam menerbitkan surat rekomendasi dispensasi kawin
ke Pengadilan Agama.

3. Untuk mengetahui serta memaparkan peran DP3AKB Kabupaten Jember
dalam perspektif perlindungan Hak Anak.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember

dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama

Perspektif Perlindungan Hak Anak” ini berlandaskan pada analisis akademis

serta dorongan rasa ingin tahu peneliti untuk mengkaji lebih mendalam peran

DP3AKB dalam pemberian surat rekomendasi dispensasi kawin yang ditinjau

dari sudut pandang perlindungan Hak Anak. Adapun manfaat penelitian ini

terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang dijelaskan sebagai
berikut.:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian” ini ‘diharapkan dapat -memperluas ‘pemahaman dan
menambah khazanah 'keilmuan mengenai mekanisme pengajuan
permohonan dispensasi kawin serta peran yang dimiliki oleh DP3AKB
perspektif perlindungan hak anak bagi pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti



Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti untuk
memperoleh wawasan baru tentang mekanisme pengajuan permohonan
dispensasi kawin, serta menuangkan ide-ide peneliti, apa saja
pertimbangan yang dilakukan oleh DP3AKB dalam memberikan surat
rekomendasi dan juga peran dari DP3AKB yang memberikan surat
rekomendasi untuk proses pengajuan dispensasi kawin.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
kepada masyarakat sebagai bank wawasan yang memiliki nilai
kebaruan penelitian dan memberikan informasi kepada pembaca secara
keseluruhan terutama kepada masyarakat Kabupaten Jember sebagai
warga yang bertempat tinggal di lokasi penelitian ini.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap bisa bermanfaat
bagi Universitas baik untuk dijadikan sebagai bahan kajian maupun
bahan bacaan untuk karya ilmiah yang akan mendatang.

E." Definisi Istilah
Pada bagian ini, peneliti:-membagi beberapa definisi yang berhubungan
dengan judul, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember dalam Memberikan
Rekomendasi Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Perspektif

Perlindungan Hak Anak” sebagai berikut:
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1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga
Berencana (DP3AKB) merupakan instansi di bawah kewenangan
pemerintah daerah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Tugas tersebut
mencakup perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang
tersebut, termasuk menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.?

2. Rekomendasi adalah suatu bentuk saran yang diberikan oleh pemeriksa
berdasarkan hasil pemeriksaan, yang ditujukan kepada pihak atau lembaga
berwenang untuk mengambil tindakan dan/atau melakukan perbaikan.”

3. Dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama
kepada calon pasangan yang belum mencapai usia minimum untuk
menikah, vyaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki maupun
perempuan. Ketentuan ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan.’

4. Dalam perspektif perlindungan ‘hak ‘anak; dispensasi nikah ‘menyentuh
aspek yang sangat mendasar, yakni perlindungan hak anak untuk hidup,
tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk

kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah. Hal ini ditegaskan dalam

® Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2021, diakses pada tanggal
9 Agustus 2025 pukul 21.17 WIB.

* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Jakarta (ID): Sekretariat Negara

® Undang-Undanag Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
UNdang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang
menyebutkan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan.’

Apabila perkawinan dilakukan pada usia anak, terdapat sejumlah
implikasi yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak tersebut, antara
lain hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas perlindungan dari
kekerasan dan eksploitasi, serta hak atas perkembangan sosial dan
eksploitasi.

Dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa pemberian dispensasi
nikah perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan selektif. Hakim di
Pengadilan Agama tidak hanya mempertimbangkan alasan orang tua,
tetapi juga harus menilai secara komprehensif mengenai kepentingan
terbaik bagi anak (the best interest of the child). Prinsip ini merupakan
landasan utama dalam hukum internasional melalui Konvensi Hak Anak
(Convention on the Rights of the Child/CRC) 1989, yang juga telah
diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.”

Secara normatif, pemberian dispensasi kawin seharusnya menjadi
upaya terakhir (ultimum remedium) dan bukan jalan pintas untuk
mengatasi masalah sosial seperti kehamilan di luar nikah, tekanan
ekonomi, atau budaya lokal. Negara melalui aparat penegak hukum,

pemerintah daerah, maupun lembaga sosial berkewajiban memberikan

¢ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
" Komnas Perempuan. (2021). Catatan Tahunan tentang Kekerasan Terhadap Perempuan.
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alternatif solusi yang tidak melanggar hak anak, misalnya melalui
pendampingan psikologis, perlindungan sosial, serta program pendidikan

berkelanjutan.?

® Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2020). Strategi
Nasional Pencegahan Perkawinan Anak 2020-2030.
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KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka adalah bahan bacaan yang telah diteliti atau dianalisis oleh
pihak lain dan dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan yang berkaitan
dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam kajian pustaka ini, peneliti

membagi menjadi dua sub bab, yaitu penelitian terdahulu dan kajian teori.

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan karya ilmiah, keberadaan penelitian terdahulu
sangat penting untuk memberikan gambaran umum mengenai topik yang
diteliti serta membantu mengidentifikasi celah penelitian yang dapat
dijadikan dasar dalam merumuskan fokus dan arah penelitian saat ini.
Studi sebelumnya juga berperan dalam memperluas wawasan terhadap
objek penelitian sekaligus menjadi pembanding dan penguat analisis yang
akan dilakukan dalam penelitian ini. Berdasarkan kajian pustaka yang
telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian relevan yang mendukung

penelitian ini, di antaranya:
1. Skripsi yang ditulis oleh Ismi Fajar Hidayati mahsasiswa Fakultas
Syariah Institut™ Agama Islam "Negeri Salatiga dengan judul
“Pertimbangan DP3AKB Dalam Memberikan  Rekomendasi

Dispensasi Nikah Ke PA Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus

13
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di DP3AKB Kabupaten Semarang)”.’ Menurut penelitian yang
dilakukan oleh Ismi Fajar Hidayati, pemberian rekomendasi dispensasi
kawin yang dilakukan berdasarkan pada pertimbangan jika yang
mengajukan dispensasi ini sudah hamil dan tidak segera diberikan
rekomendasi dispensasi dikhawatirkan akan terjadi ke mudharatan,
misalnya pengguguran kandungan atau membuang bayinya serta status
anak yang akan dilahirkan nantinya. Persamaan yang ada di kedua
penelitian ini adalah sama-sama menjadikan DP3AKB sebagai
lembaga utama vyang diteliti, khususnya terkait peran dan
pertimbangan dalam rekomendasi dispensasi kawin. Yang menjadi
perbedaan kedua penelitian ini yakni, pada penelitian yang sekarang
berfokus pada peran yang dijalankan oleh DP3AKB Kabupaten Jember
secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pertimbangan tetapi juga pada
mekanisme, prosedur serta analisis terhadap kebijakan lokal (SE
Bupati Jember Tahun 2024) dengan pendekatan perlindungan hak
anak. Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Ismi Fajar
Hidayati berfokus ‘pada pertimbangan-hukum yang-digunakan oleh
DP3AKB Kabupaten Semarang dalam memberikan rekomendasi
dispensasi kawin, dengan pendekatan perspektif maslahah mursalah,

khususnya pada kondisi darurat seperti kehamilan di luar nikah.

%Ismi Fajar Hidayati, “Pertimbangan DP3AKB Dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi
Nikah Ke Pa Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Kasus Di DP3AKB Kabupaten Semarang)”
(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021).
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2. Skripsi yang ditulis oleh Fuad Muhammad mahasiswa Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember dengan judul “Relevansi
Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) Pengadilan Agama
Jember Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor:
0122/Pdt.P/2018/PA. Jr Perspektif maslahah mursalah”.’® Persamaan
antara kedua penelitian ini adalah Sama-sama membahas dispensasi
kawin di Kabupaten Jember, dengan fokus pada perlindungan anak
melalui perspektif normatif (hak anak maupun maslahah mursalah),
serta menyoroti peran lembaga dan pertimbangan hukum dalam proses
pemberian dispensasi kawin. Perbedaan kedua penelitian ini adalah
jika penelitian yang pertama berfokus tentang satu putusan Pengadilan
Agama Jember Nomor: 0122/Pdt.P/2018/PA.Jr. Sedangkan pada
penelitian kedua berfokus pada peran yang dimiliki oleh DP3AKB
dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin di Kabupaten
Jember perspektif perlindungan hak anak .

3. Skripsi yang ditulis oleh Agus Khalimi mahasiswa Fakultas Syariah
Institut ‘Agama Islam-Negeri Pekalongan “dengan judul “Dispensasi
Kawin dalam Perspektif Maslahah”.** Hasil dari skripsi yang ditulis
oleh Agus Khalimi ini berfokus pada analisis alasan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1

19 Fuad Muhammad, “Relevansi Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) Pengadilan
Agama Jember Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/PA. Jr
Perspektif maslahah mursalah” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019).

1 Agus Khalimi, “Dispensasi Kawin dalam Perspektif Maslahah” (Skripsi, IAIN Pekalongan,
2021).



‘16

Tahun 1974 Tentang Perkawinan tetap mempertahankan dispensasi
kawin. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama
meneliti dispensasi kawin dengan titik tekan pada perlindungan anak
serta menggunakan perspektif normatif (hak anak dan maslahah) untuk
menilai kebijakan atau praktik dispensasi tersebut.. Yang membedakan
dengan skripsi oleh peneliti yang sekarang, yakni penelitian pertama
fokus pada dispensasi kawin yang ditinjau dengan perspektif
perlindungan hak anak. Sedangkan pada penelitian yang kedua lebih
berfokus pada pada peran yang dimiliki oleh DP3AKB yang ditinjau
dengan perspektif maslahah mursalah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Dandy Ardiansyah mahasiswa Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddig Jember
dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan Dispensasi
Kawin Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi di
Kelurahan Jumerto, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember.*
Penelitian Dandy memiliki relevansi dengan penelitian yang sekarang,
yakni Sama-sama meneliti isu dispensasi kawin di Kabupaten Jember
dengan fokus pada perlindungan anak serta implikasi hukum dan sosial
dari pelaksanaannya. Keduanya sama-sama menyoroti tingginya angka
pernikahan anak di Kabupaten Jember dan faktor sosial. Sedangkan

perbedaannya adalah pada fokus penelitian skripsi milik Dandy

2 Dandy Ardiansyah, “Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaturan Dipsensasi Kawin
Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Studi di Kelurahan Jumerto, Kecamatan
Patrang, Kabupaten Jember,” (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember, 2023).
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tentang persepsi masyarakat terhadap dispensasi kawin setelah UU No.
16 tahun 2019. Pada skripsi yang sekarang berfokus pada peran
DP3AKB dalam memberikan rekomendasi dispensasi kawin dari
perspektif maslahah mursalah. Selain itu pada skripsi milik Dandy
objek penelitiannya kepada masyarakat sebagai pihak penerima
dampak kebijakan, sedangkan pada skripsi yang sekarang objek
penelitiannya kepada pemerintah DP3KB sebagai pemilik kebijakan.

5. Jurnal yang ditulis oleh Luh Ayu Sri Wahyuni dkk., dengan judul
“Implementasi Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di Kabupaten
Buleleng Berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Agama Singaraja
Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA. Sgr” mengkaji faktor penyebab
dispensasi kawin dan implementasi putusan dari Pengadilan Agama.®
Penelitian ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin banyak diberikan
karena faktor hamil di luar nikah, ekonomi, dan sosial budaya.
Persamaan dengan penelitian skripsi sekarang adalah Sama-sama
membahas dispensasi kawin/dispensasi perkawinan anak dengan fokus
pada ‘perlindungan anak" ‘melalui “analisis peran- lembaga dan
implementasi putusan pengadilan agama. Perbedaannya terletak pada
fokus institusional yang mana pada penelitian sebelumnya menyoroti

pertimbangan hakim, sedangkan skripsi penelitian yang sekarang

B Luh Sri Wahyuni dkk., “Implementasi Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak di
Kabupaten Buleleng Berdasarkan Studi Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor
0016/Pdt.P/2017/PA. Sgr,” e-Journal Komunikasi Yustisia, No. 1 (Maret 2023).
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mengkaji peran DP3AKB dalam memberikan rekomendasi dispensasi
kawin dari perpektif maslahah mursalah.

6. Thesis yang ditulis oleh Aziz Mualim mahasiswa Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan
judul “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan
Pengadilan Agama Jombang Tahun 2022 Perspektif Kepastian Hukum
dan Maslahah Mursalah”.** Persamaan dari kedua penelitian ini
adalah Keduanya sama-sama meneliti praktik dispensasi kawin melalui
peran lembaga dan perspektif normatif (perlindungan anak, kepastian
hukum, dan maslahah mursalah) dengan tujuan menilai sejauh mana
dispensasi kawin sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap anak.
Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini adalah dalam thesis
yang ditulis olen Aziz Mualim ini berfokuskan pada analisis dalam
pemberian dispensasi kawin berdasarkan alasan sangat mendesak di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama
Jombang tahun 2022. Sementara itu dalam penelitian yang kedua
dalam melakukan penelitianberfokus-pada pada-peran yang dimiliki

oleh DP3AKB.

4 Aziz Mualim, “Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan
Agama Jombang Tahun 2022 Perspektif Kepastian Hukum Dan Maslahah Mursalah” (Master
thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).
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Table 2.1
Persamaan dan Perbedaan
No. Nama, Judul, Tahun Persamaan Perbedaan

Ismi  Fajar Hidayati, | sama-sama Fokus penelitian yang
Pertimbangan DP3AKB | menjadikan | dilakukan dalam
dalam Memberikan | DP3AKB penelitian sebelumnya
Rekomendasi Dispensasi | sebagai berfokus pada
Nikah Ke PA Perspektif | lembaga pertimbangan hukum
Maslahah Mursalah | utama yang | yang digunakan oleh
(Studi Kasus Di | diteliti, DP3AKB Kabupaten
DP3AKB Kabupaten | khususnya Semarang dalam

Semarang, 2021. terkait peran | memberikan

dan rekomendasi
pertimbangan | disoensasi kawin
dalam dengan pendekatan
rekomendasi | maslahah ~ mursalah
dispensasi Khususnya pada
kawin. kondisi darurat seperti
kehamilan di  luar
nikah. Sementara
dalam penelitian
sekarang berfokus
pada peran  yang
dijalankan oleh
DP3AKB Kabupaten
Jember secara
menyeluruh, tidak
hanya dari sisi
pertimbangan saja
tetapi juga mekanisme,
prosedur ‘serta analisis
terhadap kebijakan
lokal (SE  Bupati
Jember Tahun 2024).
Fuad Muhammad, | Sama-sama Perbedaan kedua
Relevansi Pertimbangan | membahas penelitian ini adalah
Hukum Hakim (Ratio | dispensasi jika penelitian yang
Decidendi)  Pengadilan | kawin/nikah | pertama berfokus
Agama Jember Dalam | di Kabupaten | tentang satu putusan
Pemberian Dispensasi | Jember, Pengadilan Agama
Kawin Pada Putusan | dengan fokus | Jember Nomor:
Nomor: pada 0122/Pdt.P/2018/PA.Jr
0122/Pdt.P/2018/PA.  Jr | perlindungan Sedangkan  pada
Perspektif maslahah | anak melalui | penelitian kedua

mursalah,2019.

perspektif

berfokus pada peran
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normatif (hak | yang dimiliki oleh
anak maupun | DP3AKB dalam
maslahah memberikan
mursalah), rekomendasi
serta dispensasi  kawin di
menyoroti Kabupaten Jember.
peran
lembaga dan
pertimbangan
hukum dalam
proses
pemberian
dispensasi
kawin.
Agus Khalimi, Dispensasi | sama-sama Penelitian pertama
Kawin dalam Perspektif | meneliti fokus pada dispensasi
Maslahah, 2021. dispensasi kawin yang ditinjau
kawin dengan perspektif
dengan titik | perlindungan hak anak.
tekan  pada | Sedangkan pada

perlindungan
anak  serta
menggunaka
n perspektif
normatif (hak

penelitian yang kedua
lebih  berfokus pada
pada peran  yang
dimiliki oleh DP3AKB
yang ditinjau dengan

anak dan | perspektif  maslahah

maslahah) mursalah.

untuk menilai

kebijakan Hhhh dffsfss

atau' praktik

dispensasi

tersebut.
Dandy Ardiansyah, | Sama-sama Perbedaanyya - adalah
Persepsi Masyarakat | meneliti isu | pada  skripsi  milik
Terhadap Pengaturan | dispensasi Dandy berfokus pada
Dispensasi Kawin | kawin di | persepsi  masyarakat
Berdasarkan Undang- | Kabupaten terhadap  pengaturan
Undang No. 16 Tahun | Jember dispensasi kawin
2019 (Studi di Kelurahan | dengan fokus | setelah UU No. 16
Jumerto, Kecamatan | pada tahun 2019, sedangkan
Patrang, Kabupaten | perlindungan | pada skripsi  milik
Jember. anak  serta | peneliti yang sekarang

implikasi berfokus pada peran

hukum dan | DP3AKB dalam

sosial ~ dari | memberikan

pelaksanaann | rekomenda